Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
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BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,
serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020;

Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



pé A

13.

14.

15.

16.

-4 -

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693); A

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272); :

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6349);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga
Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6545);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 220);

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Angaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
297);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali teralkhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4350)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan dan Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang
Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.07 /2020 tentang
Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor
782);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 seri A);
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Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 1/C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 7/E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 25);
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2017 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 21);

Peraturan Daerah Nabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuar.gan cdan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 1/E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24);
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2018 Nomor 2/C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Momor 28);
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Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2019
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 4/C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 44);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2019 Nomor 18/A);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 95 Seri E);

Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar
(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 52/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar (Berita Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 14/E);

Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar (Berita Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 52/E);

Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019
Nomor 79/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Bupati Blitar Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2020 Nomor 49/A);
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62. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 2/A) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula
berjumlah Rp2.382.048.060.186,00 (dua trilyun tiga ratus delapan puluh dua
milyar empat puluh delapan juta enam puluh ribu seratus delapan puluh enam
rupiah) berkurang sejumlah Rpl146.347.117.671,31 (seratus empat puluh enam
milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh
puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen) sehingga menjadi sebesar
Rp2.235.700.942.514,69 (dua trilyun dua ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus
juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah koma
enam puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp 2.382.048.060.186,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp (146.347.117.671,31)
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 2.235.700.942.514,69

b. Belanja

1. Semula Rp 2.571.913.581.957,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp (159.712.440.838,09)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp 2.412.201.141.118,95
Surplus / (defisit) setelah perubahan Rp (176.500.198.604,26)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp 189.865.521.771,00
b)Bertambah/(berkurang) Rp 1.634.676.833,26
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 191.500.198.604,26

I3 44
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2. Pengeluaran

a) Semula Rp ' 0,00
b) Bertambah/(berkurang) Rp 15.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 15.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 176.500.198.604,26
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp 0,00
perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp 263.661.013.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (15.089.625.265,41)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 248.571.388.234,59

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp 1.647.556.802.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (145.204.233.542,00)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 1.502.352.568.458,00

c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah 4
1) Semula Rp  470.830.244.686,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 13.946.741.136,10
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 484.776.985.822,10

setelah perubahan

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah

1) Semula Rp 89.693.005.379,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (13.076.913.379,00)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 76.616.092.000,00
b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 19.888.918.388,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (3.406.892.891,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 16.482.025.497,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp 2.148.329.576,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 94.795.663,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Rp 2.243.125.239,00

Dipisahkan setelah perubahan
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Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 151.930.760.157,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.299.385.341,59

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 153.230.145.498,59

setelah perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan :

a.

Dana bagi hasil

1) Semula Rp 74.688.925.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 34.309.815.973,00

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 108.998.740.973,00
Dana alokasi umum

1) Semula Rp 1.174.543.362.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (106.770.706.000,00)

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 1.067.772.656.000,00
Dana alokasi khusus

1) Semula Rp 398.324.515.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (72.743.343.515,00)

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 325.581.171.485,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.

e &4

Hibah

1) Semula Rp 86.142.600.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 14.039.112.478,10

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 100.181.712.478,10
Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp 154.362.101.686,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (15.182.358.342,00)

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 139.179.743.344,00
Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp 227.251.424.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 9.520.175.000,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp 236.771.599.000,00
setelah perubahan
Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah

lainnya
1) Semula Rp 3.074.119.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.569.812.000,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Rp 8.643.931.000,00
pemerintah lainnya setelah perubahan
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Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp 1.459.394.798.668,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 95.228.546.378,39

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 1.554.623.345.046,39

Belanja Langsung

1) Semula Rp 1.112.518.783.289,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (254.940.987.216,44)
Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp

857.577.796.072,56

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja :

a.

Belanja pegawai

1) Semula Rp 994.542.535.277,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (58.718.728.532,61)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp
Belanja hibah

1) Semula Rp 120.346.851.200,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.610.300.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp
Belanja bantuan social

1) Semula Rp 9.031.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp

Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 12.773.743.691,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.341.706.681,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp
Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp  320.200.268.500,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (9.289.826.300,00)
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan Rp

Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 2.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 141.705.441.930,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp

935.823.806.744,39

121.957.151.200,00

9.031.400.000,00

14.115.450.372,00

329.490.094.800,00

144.205.441.930,00
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja :

a.

Belanja pegawai

1) Semula Rp 19.367.692.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (3.634.277.000,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 15.733.415.000,00

Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 623.060.932.784,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (60.916.142.355,04)

Jumlah belanja barang setelah perubahan Rp 562.144.790.428,96

Belanja modal '

1) Semula Rp 470.090.158.505,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (190.390.567.861,40)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 279.699.590.643,60
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 189.865.521.771,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.634.676.833,26

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 191.500.198.604,26
Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 15.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a.

SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp 189.865.521.771,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (13.365.323.166,74)

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Rp 176.500.198.604,26

perubahan

Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,0
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Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang Rp

dipisahkan setelah perubahan

Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.000.000.000,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Rp

perubahan

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp

setelah perubahan

Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Rp

perubahan

0,00

15.000.000.000,00

0,00

0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

a.

I3 34

Pembentukan dana cadangan
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Rp
perubahan

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah Rp
daerah setelah perubahan

Pembayaran pokok utang

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.000.000.000,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh Rp

tempo setelah perubahan

0,00

0,00

15.000.000.000,00
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d. Pemberian pinjaman daerah

1)
2)

Semula Rp 0,00
Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi Rp

daerah setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran

b. Lampiran

c. Lampiran

d. Lampiran

e. Lampiran

f. Lampiran

g. Lampiran

h. Lampiran

i. Lampiran

I

II

I11

v

VI

VII

VIII

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung

dalam laporan realisasi anggaran.

fh A

0,00
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kabupaten
Blitar dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah Kabupaten Blitar;
dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula belanja
untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan/atau;

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Kabupaten Blitar dan
masyarakat.

(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(6) Pelaksanaan belanja pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Pasal 7

(1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA-DPPA Perangkat Daerah dan disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran.

(2) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan
APBD dituangkan dalam DPPA Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan
setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Bupati.

€ 4
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Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal

BUPATI BLITAR, 1

A RIJANTO /

Diundangkan di Blitar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR :
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR :



